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GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 74 TAHUN 2008 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOT A DPRD 
PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 37 Tahun. 2005 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 T ahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Gubemur tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan 

Peiwak.i!an Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Se!atan Tahun 

Anggaran 2008. 

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tembahan Lembaran Negara 

Nomor 1814); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Penge!olaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan lembaran Negara Nornor 4400); 
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5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

?!)£1:J. ttE£!'.M!M . N� Rl:',!\Li.h!ilf .. h;vmnesia. T /'IJ:lll.[I. ?J)()J Nnmnr 17 

Tambahan Lembaran Negara Nomor4712); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15) sebagaimana yang telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1)_; 

rn 
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12.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 

Seri D). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI 
SUMATERA SELATAN TAHUN 2008. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan 

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 

3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

4 .  Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan 

keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan. 

5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

BAB II 

TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal2 

(1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan 

rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 

diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 56.400.000,-.(lima 

puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) per tahun. 

(2) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp 4 .700.000,­

(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang yang dibayarkan 

setiap bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan 

Desember 200 8 .  



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI G

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 November 2008

f SEKRET RIS DAERAH PROVINSI f
SU TERA SELATAN, J4

/

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 November 2008

!GUBERNUR SUMATERA SELATAN

1iII//I!~
~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubemur

Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan

Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan,

sepanjang yang mengatur tentang Tunjangan Perumahan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal3

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh ) Pasal 21 yang

dipotong langsung oleh pemegang kas Sekretariat DPRD pada

waktu tunjangan perumahan tersebut diterima Anggota DPRD.
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
MUSYRIF SUWARDI 


